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Rantai pasok agribisnis tebu perlu efisiensi dan keeratan koordinasi 
yang tinggi untuk menjaga kualitas dan kuantitas gula yang dihasilkan. 
Kemitraan adalah salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi dan 
koordinasi rantai pasok agribisnis tebu. Efisiensi kemitraan tergantung 
pada bagaimana pola kemitraan tersebut bisa memuaskan kebutuhan 
dan karakteristik pihak yang bermitra. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis pola kemitraan usahatani tebu dan kepuasan petani 
terhadap kinerja kemitraan. Penelitian dilakukan pada Pabrik Gula 
(PG) Wonolongan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, pada bulan 
Maret, April, dan September 2018. Responden terdiri dari 100 petani 
mitra PG Wonolangan dan 7 pegawai PG Wonolangan. Analisis 
deskriptif dan korelasi rank spearman digunakan untuk menjelaskan 
pola kemitraan dan kepuasan petani terhadap kemitraan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa terjadi perubahan pola kemitraan 
antara PG dengan petani. PG berubah peran dari yang sebelumnya 
sebagai pemberi kredit dan input usahatani menjadi penjamin pasar, 
perubahan ini menurunkan risiko usaha PG serta modal awal yang 
harus dikeluarkan PG. Secara umum, petani mitra merasa puas dengan 
kemitraan yang dijalankan PG Wonolangan. Faktor yang memperkuat 
kepuasan petani adalah adanya bimbingan teknis dari PG, teraturnya 
jadwal tanam dan panen, serta cepatnya proses tebang dan angkut. 
Akan tetapi fasilitas saprodi, sistem bagi hasil dan penentuan 
rendemen dengan sistem hamparan merupakan faktor yang menjadi 
perhatian petani. 





The sugarcane supply chain needs to be efficient and highly 
coordinated to ensure quality and quantity. Contract farming is an 
instrument used to achieve efficiency and high coordination of the 
sugarcane supply chain. The efficiency of contract farming depends on 
how the contract's arrangement satisfies the requirements and 
characteristics of each party involved. This study aimed to analyze the 
arrangement and farmer's satisfaction toward the implementation of 
contract farming. This study was conducted at PG Wonolangan in 
Probolinggo, East Java, on March, April, and September 2018. The 
samples used in this study consisted of 100 sugarcane contract farmers 
in PG Wonolangan and seven employees of PG Wonolangan. 
Descriptive and rank Spearman correlation analyses were employed to 
analyze the arrangement and farmer's satisfaction toward contract 
farming. The results of this study showed that there was a change in 
the contractual arrangement between PG and farmers. Currently, the 
role of PG changed from acting as farm credit and inputs supplier into 
a market guarantor for farmers; the changes reduced the risk and 
capital requirements of PG. In general, farmers were satisfied with the 
implementation of contract farming. The farmers' satisfaction 
increased as farm extension, scheduled planting and harvesting times, 
and the quickest harvest and transport management. However, they 
have concerns regarding farm inputs provision and profit-sharing 
mechanism.  






Kemitraan antara petani tebu dan Pabrik Gula 
(PG) merupakan alternatif untuk meningkatkan efisiensi 
rantai nilai agribisnis tebu. Bagi petani tebu, kemitraan 
dapat mengurangi risiko pasar karena memberi 
kepastian tentang kuantitas tebu yang bisa dijual serta 
harga yang diterima (Bellemare and Lim 2018). 
Kepastian ini membuat petani lebih mudah memprediksi 
pendapatan yang akan diterima dan membuat keputusan 
usahatani secara tepat. Sementara bagi PG, kemitraan 
mengurangi risiko produksi dan risiko tenaga kerja (Oya 
2012). Melalui kemitraan, PG bisa mengatur kuantitas 
dan kualitas pasokan bahan baku. Selain itu, dengan 
bermitra, PG bisa mengurangi biaya dan risiko tenaga 
kerja usahatani dibandingkan dengan saat 
mengusahakan kebun sendiri. Risiko lainnya adalah 
risiko pemogokan tenaga kerja yang dilakukan oleh 
serikat pekerja (Holly Wang et al. 2011). Sifat dasar tebu 
sebagai tanaman industri serta PG yang memerlukan 
kepastian bahan baku untuk terus beroperasi membuat 
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kemitraan memiliki peran dan fungsi yang penting. 
Permasalahan umum yang terjadi pada kemitraan adalah 
ketimpangan informasi (asymmetric information) antara 
pihak-pihak yang menjalin kemitraan (Bellemare 2012; 
Tran 2016; Wang, Guo and Wang 2017). Tidak 
seimbangnya informasi antara pihak yang menjalin 
kemitraan menimbulkan potensi adanya tindakan 
oportunis dan eksploitatif dari satu pihak ke pihak lain, 
yang pada dasarnya melanggar aturan kemitraan yang 
telah disepakati. Pelanggaran perjanjian ini disebabkan 
oleh ketidakpuasan terhadap tidak baiknya pelaksanaan 
kemitraan. Sehingga, kepuasan terhadap pola dan 
pelaksanaan kemitraan merupakan ukuran yang 
menunjukkan seberapa baik kemitraan telah dijalankan. 
Penelitian terdahulu terkait dengan kemitraan 
usahatani tebu sudah secara ekstensif dilakukan. Topik 
penelitian terdahulu pada umumnya membahas dampak 
kemitraan terhadap pendapatan petani tebu (Hutabarat 
et. al. 2012; Lestari et al. 2016) yang menyatakan bahwa 
petani mitra memiliki pendapatan lebih tinggi. Topik 
selanjutnya berkaitan dengan evaluasi pola kemitraan 
usahatani tebu (Dessatria 2013; Utami et. al. 2015) yang 
menyatakan bahwa kemitraan usahatani tebu menganut 
pola inti-plasma dan kepercayaan yang timbul didasari 
oleh tindakan saling menguatkan dari kedua belah pihak. 
Kemudian tentang peran kemitraan tebu dalam 
pemberdayaan masyarakat (Fadilah and Sumardjo 2011) 
yang menyatakan bahwa kemitraan berdampak positif 
terhadap pemberdayaan masyarakat.  
Akan tetapi, sangat sedikit penelitian yang 
mengintegrasikan analisis kemitraan dengan kepuasan 
subjektif petani terhadap pola dan pelaksanaan 
kemitraan. Topik ini memiliki arti penting karena bisa 
menguatkan hasil penelitian terdahulu. Penguatan 
subjektif dari petani penting karena hasil penelitian 
mengenai dampak kemitraan terhadap kesejahteraan dan 
pendapatan petani cenderung bias. Terdapat dua bias 
metodologi yang menyebabkan hasil penelitian 
mengenai kemitraan memiliki validitas internal dan 
eksternal yang lemah (Bellemare and Bloem 2018). Bias 
pertama adalah bias pemilihan sampel, karena 
partisipasi petani dalam kemitraan kemungkinan besar 
dipengaruhi oleh faktor yang tidak bisa diamati oleh 
peneliti, sehingga dampak positif yang diterima oleh 
petani mitra kemungkinan tidak hanya dipengaruhi oleh 
partisipasinya dalam kemitraan. Bias kedua disebabkan 
oleh dampak kemitraan yang heterogen dan tergantung 
pada konteks usahatani, kemitraan yang berdampak 
positif pada satu komoditas tidak selalu berdampak 
positif pada komoditas lain. Kondisi ini menyebabkan 
validitas eksternal penelitian kemitraan lemah. Bias 
selanjutnya adalah bias publikasi dan keberhasilan (Ton 
et al. 2018). Bias publikasi terkait dengan sedikitnya 
kasus kegagalan kemitraan usahatani yang 
dipublikasikan, sementara bias keberhasilan terkait 
dengan kecenderungan penelitian membahas kasus 
kemitraan yang telah berhasil, berlangsung dalam waktu 
lama dan telah berhasil melewati tahap inisiasi. 
Usahatani kemitraan juga membutuhkan curahan tenaga 
kerja yang lebih besar dibandingkan dengan usahatani 
non-kemitraan, sehingga peningkatan pendapatan yang 
disebabkan oleh kemitraan kemungkinan memiliki biaya 
peluang (opportunity cost) tenaga kerja yang lebih besar 
(Otsuka et. al. 2016).  
Berdasarkan hasil kajian tersebut, pernyataan 
subjektif dari petani terkait dengan kemitraan akan lebih 
bisa menggambarkan bagaimana manfaat kemitraan 
yang diterima oleh petani secara langsung. Berdasarkan 
uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengukur 
tingkat kepuasan petani terhadap pola dan pelaksanaan 
kemitraan usahatani tebu. Penelitian dilaksanakan pada 
petani tebu yang bermitra dengan PG Wonolangan milik 
PTPN XI di Kabupaten Probolinggo. 
 
 
BAHAN DAN METODE 
 
Sampel Dan Data Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di PG Wonolangan 
PTPN XI Kabupaten Probolinggo pada bulan Maret, 
April dan September 2018. PG Wonolangan merupakan 
salah satu PG yang menjalankan kemitraan dengan 
petani tebu secara intensif. Sebagian besar pasokan tebu 
untuk PG Wonolangan didapatkan dari petani, dari total 
1.631,07 ha lahan tebu, hanya 14,26% yang dikuasai oleh 
PG Wonolangan, sementara sisanya diusahakan oleh 
petani yang menjalin kemitraan.  
Sampel penelitian terdiri dari dua kelompok. 
Kelompok pertama adalah pihak dari PG Wonolangan 
yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan 
kemitraan. Responden dari pihak PG berjumlah 7 orang 
dengan susunan sebagai berikut, 3 pegawai bagian 
Administrasi, Keuangan, dan Umum (AKU) yakni 
manajer, asisten manajer, dan kepala seksi; 2 pegawai 
Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) yakni ketua dan 
wakil ketua; serta 2 pegawai Bagian Tanaman yakni 
asisten manajer dan kepala kebun. Pemilihan responden 
dari pihak PG bertujuan untuk mengetahui pola dan 
pelaksanaan kemitraan dari perspektif PG.  
Kelompok kedua adalah petani tebu yang 
menjalin kemitraan dengan PG Wonolangan. Metode 
pengambilan sampel yang digunakan adalah two-stages 
random sampling (Lohr 2010). Pada tahap pertama 
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dilakukan identifikasi populasi petani yang menjalin 
kemitraan. Proses identifikasi petani dilakukan dengan 
mencacah setiap petani mitra dengan bantuan Kepala 
Kebun Wilayah. Hasil pencacahan menunjukkan bahwa 
populasi petani yang menjalin kemitraan dengan PG 
Wonolangan berjumlah 599 petani. Pada tahap kedua 
dilakukan penentuan responden secara acak dan 
menghasilkan jumlah responden sebanyak 100 petani. 
Pengumpulan data menggunakan metode 
wawancara pada kelompok responden pertama dan 
menggunakan survei kuesioner pada kelompok 
responden yang kedua. Kuesioner yang digunakan 
memuat informasi usahatani, pola dan pelaksanaan 
kemitraan, serta pertanyaan berbasis skala likert 




Analisis data dilakukan dalam dua tahap. Tahap 
pertama bertujuan untuk menjelaskan pola dan 
pelaksanaan kemitraan usahatani tebu. Pola dan 
pelaksanaan kemitraan dianalisis secara deskriptif 
berdasarkan hasil wawancara dengan responden, baik 
responden dari PG maupun petani. Tahap kedua adalah 
analisis kepuasan petani terhadap kemitraan. Analisis 
kepuasan petani dilakukan dalam tiga langkah. Langkah 
pertama adalah penentuan nilai kepuasan menggunakan 
metode scoring. Aspek kemitraan yang dinilai adalah 
fasilitas saprodi, bimbingan teknis, penetapan jadwal 
tanam dan panen, pelaksanaan tebang-angkut-giling, 
serta sistem bagi hasil dan rendemen. Masing-masing 
aspek memiliki lima indikator kepuasan. Rentang nilai 
kepuasan yang digunakan adalah 1–5, dimana 1 adalah 
nilai minimal kepuasan (sangat tidak puas) dan 5 adalah 
nilai maksimal kepuasan (sangat puas). Tabel 1 




Tabel 1. Indikator kepuasan untuk masing-masing aspek kemitraan 
Table 1. Satisfaction indicators for each contract farming aspects 
Aspek Kemitraan No Indikator 
Contract Farming Aspect No Indicators 
Fasilitas saprodi 1 Kemudahan dalam memperoleh saprodi 
2 Kualitas saprodi 
3 Kecukupan bantuan saprodi 
4 Ketepatan waktu pemberian saprodi 
5 Manfaat fasilitas saprodi 
Bimbingan teknis 1 Pelayanan dan materi yang diberikan 
2 Kinerja penyuluh lapang 
3 Komunikasi yang dibangun dalam memberikan bimbingan 
4 Pengenalan teknologi dalam bimbingan budidaya tebu 
5 Manfaat dari bimbingan teknis 
Penetapan jadwal tanam dan panen 1 Adanya jadwal tanam yang disarankan PG 
2 Manfaat penentuan jadwal tanam dalam peningkatan produksi 
3 Pemantauan untuk memastikan jadwal panen 
4 Penentuan jadwal panen oleh PG 
5 Kesesuaian jadwal tanam dan panen 
Pelaksanaan tebang angkut giling 1 Waktu pelaksanaan tebang angkut giling 
2 Proses tebang angkut 
3 Manfaat tebang angkut giling 
4 Adanya SPTA (Surat Perintah Tebang Angkut) yang diterbitkan 
5 Pelaksanaan penggilingan tebu 
Sistem bagi hasil dan rendemen 1 Sistem bagi hasil yang dilakukan 
2 Keuntungan sistem bagi hasil 
3 Perhitungan nilai rendemen 
4 Nilai rendemen yang diberikan 
5 Peningkatan nilai rendemen 
 













Langkah kedua adalah menentukan tingkat 
kepuasan dengan menjumlah skor indikator pada 
masing-masing aspek. Nilai maksimum kepuasan pada 
masing-masing aspek kemitraan adalah 25 sementara 
nilai minimum adalah 5. Tingkat kepuasan kemudian 
dikelompokkan menjadi empat kategori seperti 
ditunjukkan pada Tabel 2. 
 
Tabel 2. Tingkat kepuasan petani mitra 
Table 2. Farmer’s satiscation level 
Nilai Rentang skor Kategori 
Value Score range Category 
1 5-9 Sangat tidak puas 
2 10-13 Tidak puas 
3 14-17 Cukup puas 
4 18-21 Puas 
5 22-25 Sangat Puas 
 
Langkah ketiga adalah menentukan faktor yang 
berhubungan dengan kepuasan petani. Terdapat 6 
variabel yang akan dinilai hubungannya dengan tingkat 
kepuasan yakni pendidikan, pengalaman bermitra, luas 
lahan, sistem bagi hasil, nilai rendemen, dan pengelolaan 
tebang-angkut-giling. Keeratan hubungan antara 6 
variabel tersebut dengan tingkat kepuasan petani 
dianalisis menggunakan uji korelasi rank spearman. 





Hasil uji korelasi rank spearman dinilai dari nilai 
signifikansi (α=5%), keeratan hubungan yang dinilai 
dari nilai koefisien korelasi serta arah hubungan yang 
dinilai dari tanda koefisien korelasi. Nilai dari 6 variabel 
tersebut berupa skala ordinal dengan kriteria 
ditunjukkan pada Tabel 3. 
 
 
Tabel 3. Kriteria variabel yang diuji 
Table 3. Criteria of the tested variables 
Variabel Nilai Keterangan 
Variable Value Description 





Pengalaman bermitra 1 <5 tahun 
2 5-10 tahun 
3 11-15 tahun 
4 >15 tahun 
Luas lahan 1 <5 ha 
2 5-10 ha 
3 11-15 ha 
4 16-20 ha 
5 >20 ha 
Sistem bagi hasil 1 Tidak menguntungkan 
2 Cukup menguntungkan 
3 Menguntungkan 
Rendemen 1 5,91 – 6,6 % 
2 6,61 – 7,3 % 
3 7,31 – 8,0 % 
4 8,01 – 8,7 % 
Tebang angkut giling 1 Tebang–giling > 24 jam 
2 Tebang–giling ≤ 24 jam 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pelaksanaan dan Pola Kemitraan Usahatani Tebu 
Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh 
dari wawancara dengan responden dari pihak PG dan 
juga petani, secara umum pelaksanaan kemitraan dapat 
dibagi ke dalam tiga tahapan yakni pra usahatani, 
usahatani, dan pasca usahatani. Kegiatan utama pada 
tahap pra usahatani adalah pendaftaran lahan oleh petani 
kepada PG. Selanjutnya PG melakukan penilaian 
kesesuaian lahan yang didaftarkan oleh petani. Kriteria 
yang digunakan untuk menilai kesesuaian lahan adalah 
kualitas lahan serta jarak lahan dengan pabrik. Lahan 
yang dinyatakan sesuai maka selanjutnya akan diberi 
nomor petak lahan dan petani yang bersangkutan akan 
diminta untuk menandatangani perjanjian kemitraan 
secara langsung dengan PG. 
Lahan merupakan sumberdaya utama bagi PG 
karena secara langsung memengaruhi jumlah pasokan 
tebu yang diperlukan. Kemitraan memiliki beberapa 
keunggulan dibandingkan dengan mengelola kebun 
milik sendiri, antara lain tidak adanya biaya sewa lahan 
serta kecilnya biaya dan risiko produksi. Rata-rata biaya 
sewa lahan yang harus dikeluarkan oleh PG adalah 
Rp.20.000.000/ha/tahun. Selain itu, dengan mengelola 
lahan, PG perlu mengeluarkan biaya serta menanggung 
risiko usahatani. Lebih jauh lagi, melalui kemitraan PG 
tidak hanya mampu menghilangkan budget constraint 
akan tetapi juga meminimalisir social constraint atas 
penguasaan lahan, karena melalui kemitraan PG bisa 
memperoleh kendali atas lahan tanpa menghilangkan 
hak milik atas lahan dari petani (Veldwisch 2015; Vicol 
2017, 2015). 
Setelah lahan mendapat persetujuan dari PG, 
petani akan mendapatkan nomor petak lahan dan 
kegiatan usahatani bisa dimulai. Terdapat dua alternatif 
pembiayaan yang bisa digunakan petani yakni 
pembiayaan mandiri dan pembiayaan melalui kredit. 
Pembiayaan melalui kredit difasilitasi oleh PG melalui 
Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) serta 
Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang didapatkan dari 
lembaga perbankan negara. Penyalur KUR untuk petani 
mitra adalah Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank 
Rakyat Indonesia (BRI). Besaran KUR yang bisa 
diperoleh petani didasarkan pada jumlah lahan yang 
dimiliki petani, dengan jumlah pinjaman 
Rp.15.000.000/ha dengan maksimal pinjaman sebesar 
Rp.75.000.000/KK dan bunga pinjaman sebesar 
3%/tahun. Kredit yang diterima petani digunakan untuk 
memenuhi biaya bibit, biaya garap, pupuk, dan biaya 
tebang muat angkut. Sementara itu, fasilitas lain yang 
diterima oleh petani adalah bimbingan teknis 
pengelolaan usahatani yang diberikan oleh PG melalui 
petugas penyuluh.  
Hasil ini menunjukkan bahwa PG berusaha untuk 
meminimalisir risiko yang ditanggungnya dengan tidak 
mengatur secara langsung input yang digunakan oleh 
petani serta tidak mewajibkan petani untuk 
menggunakan kredit yang diberikan PG lebih jauh lagi, 
usaha PG untuk meminimalisir risiko juga dilihat dari 
berubahnya peran PG yang hanya menjadi off taker atau 
penjamin pasar bagi petani sejak tahun 2015. 
Sebelumnya PG menjadi penjamin kredit bagi petani 
sehingga risiko kredit ditanggung oleh PG. Berubahnya 
peran PG ini menjadikan risiko pembayaran kredit 
ditanggung oleh petani. Peran PG sebagai penyedia 
input akan menurunkan risiko produksi yang ditanggung 
petani serta meningkatkan efisiensi usahatani karena 
kualitas input yang digunakan petani bisa ditetapkan 
oleh PG. Akan tetapi, dengan peran sebagai penyedia 
input, beban modal yang ditanggung PG menjadi lebih 
besar yang berdampak negatif pada efisiensi bisnis PG 
serta menimbulkan ketergantungan petani terhadap PG. 
Sementara itu, dengan berperan sebagai penjamin kredit, 
PG mampu meningkatkan efisiensi bisnisnya dan 
mengalihkan sumberdaya perusahaan pada usaha untuk 
meningkatkan efisiensi pabrik. Permasalahan 
kemungkinan penurunan efisiensi usahatani petani dapat 
diantisipasi dengan meningkatkan efektifitas 
penyuluhan yang dimiliki PG melalui pendampingan 
intensif pengelolaan usahatani dan mengintroduksi 
penggunaan input usahatani yang berkualitas. 
Meskipun kebijakan tersebut mengurangi risiko 
usaha yang ditanggung oleh PG, akan tetapi risiko yang 
ditanggung PG terkait dengan kualitas dan kuantitas 
tebu yang diberikan oleh petani cenderung lebih tinggi. 
Kualitas input yang digunakan oleh petani menjadi 
semakin beragam dan memengaruhi kualitas dari tebu 
yang dihasilkan. Tingginya risiko kualitas tebu ini 
ditunjukkan dengan aturan penolakan tebu yang tidak 
Manis, Bersih dan Segar (MBS). Selain itu, risiko 
kuantitas pasokan tebu juga semakin tinggi karena 
petani merasa bahwa tebu yang mereka produksi adalah 
milik sendiri sehingga mendorong mereka untuk lebih 
mudah menjual ke pihak diluar PG. Perubahan ini 
menyebabkan PG menghadapi trade off antara risiko 
biaya produksi dan risiko kualitas dan kuantitas tebu 
yang dipasok petani. Perubahan struktur kemitraan yang 
dilakukan PG sesuai dengan temuan studi terdahulu 
yang menyatakan bahwa dalam lingkungan organisasi 
industrial, efisiensi tidak hanya berasal dari inovasi 
teknis akan tetapi juga berasal dari inovasi dalam 
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struktur organisasi (Liinamaa et al. 2016; Schipmann 
and Qaim 2011; Zheng and Vukina 2007). 
Pelaksanaan bagi hasil dilakukan pada tahap 
ketiga yakni pasca usahatani. Pada tahap ini tebu yang 
dihasilkan petani digiling oleh PG kemudian hasil gula 
dibagi antara petani dan PG dengan proporsi pembagian 
sesuai dengan kinerja petani. Kinerja petani diukur 
dengan nilai rendemen yang dihasilkan. Penentuan 
rendemen dilakukan oleh PG setelah proses giling 
dilaksanakan. Pada proses giling, tebu dari beberapa 
petani diolah dalam proses yang sama. Nilai rendemen 
yang dihasilkan adalah nilai rata-rata dari tebu yang 
diolah pada proses yang sama. Proporsi pembagian hasil 
ditunjukkan pada Tabel 4. 
 
Tabel 4. Proporsi bagi hasil kemitraan 
Table 4. Profit sharing proportion 
Rendemen (%) 
Recovery rate (%) 
Proporsi bagi hasil 
Profit sharing proportion 
Petani (%) Pabrik Gula (%) 
Farmer (%) Sugar mill (%) 
≤ 6,00 66 34 
6,01–8,00 70 30 
≥8,01 75 25 
Sumber: PG Wonolangan (2018) 
Source: PG Wonolangan (2018). 
 
Pinjaman petani secara langsung dikurangi dari 
hasil penjualan gula. Struktur insentif ini sesuai dengan 
struktur kemitraan yang dianut oleh PG. Keterlibatan PG 
dalam tahap usahatani relatif kecil terutama dalam hal 
pengaturan input yang digunakan, hal ini dikompensasi 
dengan struktur insentif berbasis kinerja (performance 
based contract). Kinerja petani tebu diukur dengan 
variabel rendemen. Struktur insentif seperti ini secara 
eksplisit memberikan insentif bagi petani yang memiliki 
kinerja baik. Kontrak berbasis kinerja secara empiris 
terbukti efektif meningkatkan kinerja dan meningkatkan 
ketepatan insentif yang diberikan  (Essig et al. 2016; 
Hensher and Stanley 2008; Mouzas 2016; Sumo et al. 
2016; Wirahadikusumah et al. 2015). 
 
Kepuasan Petani Terhadap Proses dan Pelaksanaan 
Kemitraan 
Hasil penilaian kepuasan menggunakan metode 
skoring menunjukkan bahwa secara umum petani 
merasa puas dengan pelaksanaan dan pola kemitraan. 
Kepuasan petani ini direpresentasikan dengan 
perkembangan luasan areal tebu rakyat yang bermitra. 
Secara umum luasan total tebu rakyat di PG 
Wonolangan pada tahun 2012-2016 mengalami laju 
penurunan yang relatif kecil (Gambar 1). PG 
Wonolangan merubah struktur kemitraan pada tahun 
2015 dengan hanya bertindak sebagai off taker dan tidak 
lagi menyediakan kredit dan input usahatani bagi petani 
mitra. Kondisi tersebut tergambarkan dengan laju 
penurunan luasan lahan petani mitra yang mendapatkan 
kredit dari PG Wonolangan. Luasan lahan petani mitra 
yang mendapat kredit tertinggi pada tahun 2013 sebesar 
3.968,06 ha, atau 100%  dari jumlah petani mitra. 
Jumlah tersebut mengalami penurunan yang signifikan 
pada tahun berikutnya, hingga pada tahun 2016 jumlah 
luasan lahan petani mitra yang mendapat kredit hanya 
sebesar 631,06 ha. 
 
Gambar1. Perkembangan luas lahan tebu rakyat di PG Wonolangan (sumber: PG Wonolangan, 2018) 
Figure 1. The development area of sugarcane contract farmer in PG Wonolangan (source: PG Wonolangan, 2018). 
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Berbeda dengan luasan lahan petani mitra kredit, 
luasan lahan petani mitra mandiri mengalami 
peningkatan yang signifikan pada periode 2012-2016. 
Petani mitra mandiri adalah petani mitra yang 
mendapatkan jaminan pasar dari PG dan membiayai 
usahataninya secara mandiri. Jumlah luasan lahan petani 
mitra mandiri meningkat sejak tahun 2014. Laju 
peningkatan luasan lahan petani mitra mandiri 
menunjukkan bahwa skema kemitraan dimana PG hanya 
berperan sebagai penjamin pasar lebih diminati oleh 
petani. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan 
meningkatnya luasan lahan pada petani mitra mandiri 
pada tahun 2015 dimana PG belum secara resmi 
mengubah skema kemitraan. Perubahan skema 
kemitraan dilakukan pada tahun 2015 dan berdampak 
pada kenaikan yang signifikan pada luasan lahan petani 
tebu mandiri sebesar 127%. Peningkatan luasan lahan 
petani mitra mandiri ini menunjukkan bahwa petani puas 
dengan pelaksanaan kemitraan. 
Terdapat dua aspek dengan kategori cukup puas 
sementara sisanya mendapat kategori lebih tinggi yakni 
puas. Hasil penilaian kepuasan petani ditunjukkan pada 
Tabel 5. 
 
Tabel 5. Tingkat kepuasan petani terhadap pola kemitraan dengan Pabrik Gula Wonolangun 
Table 5. Farmer’s satisfaction level toward contract farming with the Wonolangun Sugar Factory 
 Indikator Nilai Kepuasan Tingkat Kepuasan 
 Indicator Satisfaction Value Satisfaction Level 
 Fasilitas saprodi 17 Cukup puas 
 Bimbingan teknis 21 Puas 
 Jadwal tanam dan panen 20 Puas 
 Tebang angkut giling 18 Puas 
 Bagi hasil dan rendemen 17 Cukup puas 
    Tingkat kepuasan 18 Puas 
Sumber: Data primer diolah (2018) 
Source: Analyzed primary data (2018). 
 
Hasil tersebut mengindikasikan adanya perhatian 
petani terhadap perubahan pola kemitraan yang 
dilaksanakan oleh PG. Kepuasan petani terhadap 
fasilitas saprodi dan sistem bagi hasil menunjukkan nilai 
yang lebih rendah dibandingkan aspek yang lain. Faktor 
lain yang menjadi keluhan petani adalah tidak adanya 
input produksi yang diberikan PG, seperti pupuk dan 
biaya usahatani. Selain aspek fasilitas produksi, aspek 
bagi hasil dan rendemen juga memiliki tingkat kepuasan 
yang relatif rendah. Rendahnya kepuasan petani 
terhadap aspek bagi hasil dan rendemen disebabkan oleh 
penentuan nilai rendemen dengan metode hamparan. 
Sistem hamparan menyebabkan nilai rendemen yang 
diterima merupakan nilai rendemen rata-rata dari 
seluruh tebu yang diolah pada proses yang sama. Petani 
dengan kualitas tebu yang baik akan mendapatkan 
rendemen di bawah dari angka rendemen seharusnya 
karena tebu petani tersebut diolah secara bersamaan 
dengan tebu yang memiliki kualitas relatif lebih rendah.  
Berbeda dengan sistem hamparan, penentuan 
rendemen individu dengan metode core sampler di PG 
Bungamayang terbukti lebih diterima oleh petani. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa mayoritas petani 
menerima dengan positif hasil rendemen yang 
ditentukan dengan metode core sampler dan 
menyatakan bahwa nilai rendemen sesuai dengan fisik 
tanaman tebu yang dihasilkan (Dianpratiwi et. al. 2016). 
Berdasarkan hasil tersebut, rendahnya kepuasan petani 
terhadap rendemen lebih disebabkan oleh rendahnya 
kepastian informasi nilai rendemen yang dimiliki petani 
sebelum proses giling. Hasil ini juga terkait dengan 
insentif berbasis kinerja yang diterapkan oleh PG. 
Insentif berbasis kinerja hanya sesuai bagi petani dengan 
efisiensi usahatani yang tinggi, sementara itu petani tebu 
rakyat pada umumnya memiliki efisiensi yang rendah 
(Susilowati and Tinaprilla 2012; Zuandri et. al. 2016) 
sehingga tidak bisa memiliki kinerja yang tinggi dan 
berdampak pada rendahnya proporsi insentif yang 
diterima. 
Petani merasa puas pada tiga aspek yang lain 
yakni bimbingan teknis, jadwal tanam dan panen, serta 
proses tebang-angkut-giling. Kepuasan petani terhadap 
aspek tersebut menunjukkan bahwa kinerja PG pada 
ketiga aspek tersebut baik. Hal ini sesuai dengan yang 
disampaikan sebelumnya bahwa risiko kuantitas dan 
kualitas bahan baku yang diterima PG akan meningkat 
dengan adanya perubahan pola kemitraan dan peran PG 
yang hanya memberi jaminan pasar. Usaha PG untuk 
mitigasi risiko tersebut adalah dengan mengintensifkan 
bimbingan teknis pada tahap usahatani. Bimbingan 
teknis yang intensif memberikan dampak positif pada 
produksi usahatani (Michalek et. al. 2018; Pacín and 
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Oesterheld 2015), selain itu penetapan jadwal tanam dan 
panen yang baik memiliki dampak positif bagi produksi 
tebu (De Ávila Ribeiro Junqueira and Morabito 2017; 
Thuankaewsing et al. 2015). Lebih jauh lagi, salah satu 
faktor yang paling berpengaruh terhadap kuantitas dan 
kualitas aktual dari tebu yang digiling adalah proses 
tebang dan angkut karena mayoritas kehilangan dan 
kerusakan tebu terjadi pada proses tebang dan angkut 
(Masoud et al. 2016; Santoro et. al. 2017). 
 Hasil tersebut juga sesuai dengan faktor yang 
berhubungan dengan kepuasan petani terhadap 
kemitraan. Faktor yang memiliki hubungan yang 
signifikan dengan kepuasan petani adalah luas lahan 
petani, sistem bagi hasil, dan juga sistem tebang-angkut-
giling. Hasil korelasi rank spearman faktor-faktor yang 
berhubungan dengan kepuasan petani ditunjukkan pada 
Tabel 6. 
Berdasarkan hasil tersebut petani dengan lahan 
yang luas cenderung lebih puas dengan kemitraan 
karena dengan skema kemitraan yang diterapkan petani 
dengan skala yang lebih luas akan mendapatkan kredit 
yang lebih banyak, rata-rata luas lahan petani responden 
adalah 6,9 ha. Selanjutnya sistem bagi hasil dan 
pengelolaan tebang angkut giling memiliki korelasi 
yang positif dengan kepuasan petani. Pengalaman 
bermitra dan nilai rendemen juga berkorelasi positif 
dengan kepuasan petani meskipun secara statistik tidak 
signifikan. Tidak signifikannya korelasi pengalaman 
bermitra dan rendemen disebabkan oleh kurangnya 
variasi dalam data yang dianalisis. Terdapat 73% 
responden yang bermitra selama 5–10 tahun, sementara 
itu nilai rendemen petani responden cenderung sama 
pada kategori (2) yakni 6,61–7,3%. Hasil yang menarik 
cenderung diperlihatkan oleh faktor tingkat pendidikan 
yang memiliki koefisien korelasi negatif. Kepuasan 
petani terhadap kemitraan semakin menurun dengan 
semakin meningkatnya tingkat pendidikan. Petani 
dengan pendidikan tinggi cenderung kritis terhadap 
perjanjian dalam kemitraan sehingga memiliki tuntutan 




Tabel 6. Hasil korelasi kepuasan petani berdasarkan uji Rank Spearman pada pola kemitraan dengan Pabrik 
Gula Wonolongun 
Table 6. The results of the correlation of farmer satisfaction based on the Spearman Rank test on the 
partnership pattern with the Wonolongun Sugar Factory 
 Faktor-faktor Koefisien rs Signifikasi 
 Factors rscoefficient Significance 
 Tingkat pendidikan -0,273 0,006*** 
 Pengalaman bermitra   0,167 0,097* 
 Luas lahan   0,267 0,007*** 
 Sistem bagi hasil 0,618 0,000*** 
 Nilai rendemen 0,041 0,684 
 Pengelolaan tebang-angkut-giling 0,270 0,007*** 
Keterangan : * dan *** masing-masing signifikansi pada taraf kepercayaan 90 dan 99% 
Notes          : * and *** significant at 90 and 99% confident level respectively 
 
 
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 
 
Petani mitra PG Wonolangan merasa puas 
terhadap pola dan pelaksanaan kemitraan di PG 
Wonolangan. Aspek kemitraan yang berkontribusi besar 
terhadap kepuasan petani adalah adanya bimbingan 
teknis oleh penyuluh dari PG, ketepatan jadwal tanam 
dan panen, serta adanya fasilitas tebang-angkut-giling 
yang disediakan oleh PG. Petani memiliki tingkat 
kepuasan yang relatif rendah terhadap dua aspek 
kemitraan yang lain, yakni fasilitas saprodi dan sistem 
bagi hasil. Berubahnya peran PG menjadi off-taker 
membuatnya tidak lagi menyediakan saprodi bagi petani 
mitra, sementara dalam penentuan proporsi bagi hasil, 
penentuan rendemen berdasarkan sistem hamparan 
membuat petani tidak bisa mengetahui nilai rendemen 
aktual dari tebu miliknya. 
Kinerja kemitraan yang menunjukkan rendahnya 
tingkat kepuasan petani terhadap dua aspek berimplikasi 
pada perlunya perbaikan kebijakan, baik pada tataran 
manajemen maupun pada tataran riset yang bersifat 
metodologis. Pada tataran manajemen, permasalahan 
mendasar pada usahatani tebu di Indonesia adalah 
rendahnya efisiensi teknis usahatani, meskipun sudah 
banyak penelitian yang mengkaji penyebabnya serta 
mengajukan alternatif solusinya. Oleh karena itu, perlu 
ditingkatkan prioritas dan perhatian khusus pada upaya 
peningkatan efisiensi teknis usahatani. Peningkatan 
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efisiensi teknis usahatani tebu dapat dilakukan melalui 
bimbingan teknis usahatani oleh penyuluh, baik 
penyuluh dari PG maupun dari pemerintah, karena 
kegiatan ini menjadi salah satu aspek dalam kemitraan 
yang disukai oleh petani. Disamping itu, perlu dikaji 
peluang menjadikan asuransi usahatani sebagai salah 
satu aspek dalam kemitraan karena semakin 
meningkatnya risiko usahatani yang akan berdampak 
pada pendapatan dan kesejahteraan petani. Sedangkan 
implikasi metodologis pada tataran riset, perlu diteliti 
bagaimana dampak perubahan pola kemitraan terhadap 
risiko yang ditanggung oleh petani serta pada 
pendapatan usahatani, berapa peningkatan efisiensi 
(efficiency gains) yang diterima PG dengan perubahan 
pola kemitraan yang diterapkan, dan mengukur 
kepuasan petani terhadap kemitraan perlu dilakukan 
terhadap responden yang terstratifikasi atas dasar 
lamanya waktu responden dalam mengikuti kemitraan. 
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